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PRAKATA

Buku ajar ini disusun sebagai respons atas dinamika perkembangan
hukum acara pidana di Indonesia, sebuah bidang yang fundamental dalam
menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak
asasi manusia. Kehadiran Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama lebih dari empat dekade telah
menjadi pilar utama dalam proses peradilan pidana. Namun,
perkembangan zaman, teknologi, dan kompleksitas kejahatan modern
menuntut adanya reformasi regulasi yang komprehensif. Lahirnya kerangka
hukum baru yang diimajinasikan dalam buku ini sebagai Undang Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai sebuah era transisi yang
signifikan, membawa serta paradigma, asas, dan mekanisme baru yang
perlu dipahami secara mendalam oleh para mahasiswa hukum, praktisi, dan
akademisi.

Urgensi penulisan buku ini terletak pada kebutuhan untuk menyediakan
sebuah jembatan konseptual antara dua rezim hukum acara pidana.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada pemaparan pasal demi pasal, tetapi
juga pada analisis teoretis yang mendasarinya, seperti teori Due Process of
Law dan Integrative Legal Theory. Tujuannya adalah untuk membekali
pembaca dengan kemampuan berpikir kritis, tidak sekadar menghafal
norma, tetapi memahami filosofi, tujuan, dan implikasi dari setiap
ketentuan. Dengan demikian, diharapkan lahir generasi yuridis yang mampu
mengawal proses peradilan pidana secara adil, efisien, dan humanis, sejalan
dengan cita cita negara hukum yang demokratis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia Nya, penulisan buku ajar berjudul "Hukum Acara Pidana: Perspektif
UU No. 8 Tahun 1981 & UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP" ini dapat
terselesaikan. Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi para
mahasiswa yang sedang menempuh studi di bidang hukum, serta bagi siapa
saja yang berminat untuk mendalami seluk beluk proses penegakan hukum
pidana di Indonesia dalam konteks transisi legislasi. Penulis berharap buku
ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga pemantik diskusi
dan analisis kritis terhadap masa depan sistem peradilan pidana nasional.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada
semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dalam penyusunan karya ini. Kritik dan saran yang
membangun dari para pembaca akan sangat penulis hargai untuk perbaikan
di masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang
sebesar besarnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan
menjadi bekal berharga bagi para calon penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya kelak.
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ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
DALAM TRANSISI REGULASI

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menganalisis evolusi asas asas hukum acara pidana dari UU No. 8 Tahun
1981 ke UU No. 20 Tahun 2025.

Menjelaskan implementasi asas praduga tak bersalah dan persamaan di
depan hukum dalam setiap tahapan peradilan.

Mengidentifikasi peran dan urgensi bantuan hukum dalam melindungi
hak tersangka atau terdakwa.

Mengevaluasi efektivitas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan dengan adanya digitalisasi peradilan.

Membedakan konsep asas legalitas formil dan asas diferensiasi
fungsional antar lembaga penegak hukum.

Menguraikan implikasi asas peradilan terbuka untuk umum terhadap
akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan pidana.

Pendahuluan

Setiap sistem hukum acara pidana dibangun di atas fondasi serangkaian

asas atau prinsip fundamental. Asas asas ini bukanlah sekadar hiasan
normatif, melainkan berfungsi sebagai jiwa dari seluruh bangunan hukum
acara, yang memberikan arah, makna, dan batasan bagi setiap tindakan
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka adalah penjaga utama
keseimbangan antara dua kepentingan yang sering kali bertentangan, yaitu
kepentingan negara dalam menindak kejahatan dan kepentingan individu
untuk mendapatkan perlindungan atas hak hak asasinya. Tanpa asas yang
kokoh, proses peradilan berisiko menjadi sebuah mesin opresi yang
mekanis dan kehilangan dimensi keadilannya.



SUBJEK & OBJEK HUKUM PIDANA
(PERORANGAN & KORPORASI)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan antara subjek hukum perorangan (natuurlijke persoon)
dan subjek hukum korporasi (legal entity) dalam konteks hukum acara
pidana.

2. Menganalisis kriteria kecakapan hukum bagi tersangka atau terdakwa
perorangan.

3. Mengidentifikasi hak hak prosedural khusus yang diberikan kepada
kelompok rentan seperti anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

4. Menjelaskan evolusi dan dasar hukum pertanggungjawaban pidana
korporasi di Indonesia.

5. Menerapkan Identification Theory dan Strict Liability Theory dalam
analisis kasus pidana korporasi.

6. Menguraikan komponen komponen yang menjadi objek dalam hukum
acara pidana, meliputi tindak pidana, alat bukti, barang bukti, dan aset
hasil kejahatan.

Pendahuluan

Ketika kita berbicara tentang kejahatan, siapa yang terlintas dalam
benak Anda sebagai pelakunya? Secara naluriah, kita membayangkan
seorang individu, manusia dengan niat dan tindakan. Namun, bagaimana
jika pelaku kejahatan tersebut adalah sebuah entitas tanpa wujud, sebuah
perusahaan raksasa yang keputusannya menyebabkan kerusakan
lingkungan masif atau sebuah institusi keuangan yang skemanya merugikan
ribuan nasabah? Paradigma hukum pidana modern ditantang untuk
menjawab pertanyaan ini, melampaui konsepsi tradisional yang hanya
berfokus pada manusia sebagai subjek hukum. Bab ini akan membawa kita



TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan secara konseptual dan vyuridis antara tindakan
penyelidikan dan penyidikan.

2. Menganalisis wewenang yang dimiliki oleh penyelidik dan penyidik
berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025.

3. Menjelaskan penerapan prinsip Scientific Crime Investigation dalam
teknik pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

4. Mengevaluasi perbedaan dan implikasi hukum dari mekanisme
penangkapan dan penahanan antara UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No.
20 Tahun 2025.

5. Mengidentifikasi tantangan hukum dalam melakukan penggeledahan
dan penyitaan barang bukti digital.

6. Menganalisis alasan yuridis penghentian penyidikan dan mekanisme
hukum yang dapat ditempuh korban untuk menentangnya.

Pendahuluan

Bayangkan sebuah kanvas kosong yang terciprat noda misterius.
Apakah noda itu tumpahan cat biasa, atau percikan darah yang
menandakan sebuah tragedi? Tahap awal dalam sistem peradilan pidana,
yaitu penyelidikan dan penyidikan, berfungsi persis seperti proses analisis
forensik terhadap kanvas tersebut. Tahapan ini adalah gerbang pertama,
titik di mana negara mulai menggunakan kewenangannya untuk merespons
dugaan kejahatan. Fase ini seringkali menjadi momen paling krusial yang
menentukan nasib sebuah perkara, karena di sinilah fondasi pembuktian
dibangun atau justru diruntuhkan. Kesalahan prosedur di tahap awal ini
dapat berakibat fatal pada keseluruhan proses peradilan.



PRA PERADILAN &
GUGATAN PRA PERADILAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi dan kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem
peradilan pidana Indonesia.

2. Menganalisis ruang lingkup wewenang praperadilan sesuai UU No. 8
Tahun 1981 dan perkembangannya dalam UU No. 20 Tahun 2025.

3. Menguraikan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
perluasan objek gugatan praperadilan.

4. Memahami tata cara dan hukum acara dalam mengajukan permohonan
praperadilan.

5. Mengevaluasi peran dan batasan kewenangan hakim tunggal dalam
memeriksa dan memutus perkara praperadilan.

6. Menganalisis konsekuensi hukum dari putusan praperadilan, termasuk
rehabilitasi, ganti kerugian, dan kewajiban tindak lanjut oleh penegak
hukum.

Pendahuluan

Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan sebesar apa pun tidak boleh
berjalan tanpa kontrol. Bayangkan jika aparat penegak hukum, atas nama
penyidikan, dapat dengan bebas menangkap, menahan, atau menyita harta
benda seseorang tanpa ada satu pun mekanisme untuk menguji keabsahan
tindakan tersebut. Kondisi ini akan membuka gerbang menuju negara
kekuasaan (machtsstaat), bukan negara hukum (rechtsstaat). Untuk
mencegah distopia yuridis tersebut, hukum acara pidana Indonesia
memperkenalkan sebuah lembaga unik yang berfungsi sebagai wasit di
tahap pra-ajudikasi, yaitu Praperadilan. Lembaga ini adalah manifestasi dari
teori Checks and Balances, sebuah mekanisme pengawasan yudisial



REHABILITASI, RESTITUSI,
DAN GANTI KERUGIAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perbedaan fundamental antara konsep rehabilitasi,
restitusi, dan ganti kerugian dalam hukum acara pidana.

2. Menganalisis landasan teoretis dari Viktimologi dan Keadilan Restoratif
dalam pemulihan hak hak korban dan tersangka.

3. Menguraikan prosedur hukum untuk memperoleh rehabilitasi nama
baik bagi korban salah tangkap atau salah prosedur.

4. Menjelaskan mekanisme perhitungan dan penuntutan restitusi bagi
korban kejahatan.

5. Mengevaluasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
dalam memfasilitasi restitusi.

6. Memahami tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian kepada negara
akibat tindakan aparat yang melawan hukum.

Pendahuluan

Apakah keadilan dalam sistem peradilan pidana berhenti setelah
seorang pelaku dijatuhi hukuman? Selama berabad-abad, fokus utama
hukum pidana adalah pada pelaku kejahatan (offender-oriented), dengan
tujuan memberikan hukuman setimpal sebagai bentuk pembalasan atau
penjeraan. Namun, paradigma ini meninggalkan dua pihak penting dalam
sebuah drama kejahatan dalam posisi yang terabaikan, yaitu korban yang
hak haknya terampas dan individu yang nama baiknya hancur karena
menjadi korban salah prosedur oleh sistem itu sendiri. Keadilan sejati
menuntut lebih dari sekadar penghukuman, ia menuntut pemulihan.



RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI
DALAM PERADILAN PIDANA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan filosofi dan prinsip-prinsip dasar Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

2. Menganalisis syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi untuk
menerapkan mekanisme keadilan restoratif.

3. Mengidentifikasi peran mediator, termasuk tokoh masyarakat, dalam
proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.

4. Membedakan secara konseptual antara mekanisme keadilan restoratif
untuk orang dewasa dan diversi untuk anak.

5. Menguraikan filosofi dan tujuan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA).

6. Menganalisis kekuatan hukum dari akta perdamaian yang dihasilkan
melalui proses keadilan restoratif dan diversi.

7. Mengevaluasi potensi dan tantangan, termasuk risiko penyalahgunaan,
dalam implementasi keadilan restoratif di Indonesia.

Pendahuluan

Ketika sebuah kejahatan terjadi, apa sebenarnya yang telah dilanggar?
Sistem peradilan pidana konvensional akan menjawab, "Hukum negara
telah dilanggar". Konsekuensinya, fokus utama proses hukum adalah
menemukan pelaku dan menjatuhkan hukuman atas nama negara. Namun,
pendekatan ini seringkali menyisakan sebuah kekosongan besar. la
mengabaikan luka yang sesungguhnya, yaitu kerusakan hubungan antar
individu dan robeknya jaring sosial di dalam komunitas. Korban
terpinggirkan menjadi sekadar saksi, sementara masyarakat hanya menjadi



WEWENANG PENUNTUTAN (KEJAKSAAN)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kedudukan dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga
penuntutan dalam sistem peradilan pidana.

2. Menganalisis prinsip Dominus Litis dan implikasinya terhadap peran
jaksa sebagai pengendali perkara.

3. Menguraikan mekanisme koordinasi antara jaksa dan penyidik,
khususnya terkait petunjuk P-19.

4. Memahami konsep dan syarat penerapan wewenang deponeering oleh
Jaksa Agung berdasarkan prinsip oportunitas.

5. Menjelaskan prosedur administrasi pelimpahan perkara (Tahap Il) dari
penyidik kepada penuntut umum.

6. Menganalisis syarat formil dan materiil kelengkapan berkas perkara (P-
21) sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.

7. Mengevaluasi penggunaan diskresi oleh jaksa berdasarkan
pertimbangan keadilan substantif dan hati nurani.

Pendahuluan

Sebuah perkara pidana yang telah selesai disidik oleh kepolisian tidak
secara otomatis melaju ke ruang sidang. Terdapat sebuah gerbang penjaga
yang sangat krusial, sebuah pos pemeriksaan akhir yang akan menentukan
apakah sebuah kasus layak atau tidak untuk dipertaruhkan di hadapan
majelis hakim. Lembaga yang memegang kunci gerbang ini adalah
Kejaksaan. Tahap penuntutan merupakan jembatan yang menghubungkan
hasil kerja penyidik dengan proses pembuktian di pengadilan. Jaksa
Penuntut Umum (JPU) berdiri di tengah jembatan ini, bukan sebagai tukang
pos yang sekadar mengantar berkas, melainkan sebagai seorang arsitek
yang meneliti, menyaring, dan pada akhirnya membangun konstruksi
yuridis yang akan diajukan ke persidangan.



SURAT DAKWAAN
DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan fungsi dan kedudukan surat dakwaan sebagai dasar
pemeriksaan perkara di pengadilan.

Menganalisis syarat formil dan materiil yang menentukan sah atau
tidaknya sebuah surat dakwaan.

Mengidentifikasi konsekuensi hukum dari surat dakwaan yang disusun
secara tidak cermat, jelas, dan lengkap (obscuur libel).

Membedakan berbagai jenis surat dakwaan, meliputi dakwaan tunggal,
alternatif, subsidair, dan kumulatif.

Menerapkan teori kepastian dakwaan dalam analisis strategis pemilihan
jenis dakwaan oleh penuntut umum.

Menguraikan prosedur, batas waktu, dan batasan dalam melakukan
perubahan terhadap surat dakwaan.

Menjelaskan implikasi yuridis dari pencabutan surat dakwaan oleh
penuntut umum sebelum pemeriksaan dimulai.

Pendahuluan

Sebuah kapal yang berlayar di samudra luas memerlukan peta dan

kompas yang presisi untuk mencapai tujuannya. Tanpa instrumen navigasi
tersebut, pelayaran akan menjadi tanpa arah, tersesat, dan hampir pasti
akan berakhir dengan kegagalan. Dalam pelayaran menuju kebenaran
materiil di samudra peradilan pidana, surat dakwaan adalah peta sekaligus
kompas tersebut. Dokumen ini bukanlah sekadar ringkasan dari hasil
penyidikan, ia adalah fondasi yuridis, cetak biru, sekaligus batas dari seluruh
proses pemeriksaan di persidangan. Di atas dakwaan inilah seluruh



TAHAP PERSIDANGAN (PN, PT, & MA)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis karakteristik sistem pemeriksaan di pengadilan Indonesia
dalam spektrum antara sistem adversari dan inkuisitori.

2. Menjelaskan alur dan tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan
Negeri, mulai dari pembacaan dakwaan hingga pembacaan putusan.

3. Menguraikan fungsi eksepsi, surat tuntutan (requisitoir), dan nota
pembelaan (pledoi) dalam persidangan tingkat pertama.

4. Membedakan kewenangan pemeriksaan di tingkat banding (judex facti)
dengan tingkat kasasi (judex juris).

5. Mengidentifikasi syarat-syarat formil dan materiil untuk mengajukan
upaya hukum banding dan kasasi.

6. Menganalisis alasan-alasan vyuridis yang dapat menjadi dasar
permohonan kasasi di Mahkamah Agung.

Pendahuluan

Ruang sidang pengadilan seringkali digambarkan dalam drama populer
sebagai panggung pertarungan sengit antara kebaikan dan kejahatan.
Realitasnya, persidangan adalah sebuah proses yang jauh lebih metodis dan
terstruktur, sebuah mekanisme pencarian kebenaran yang diatur oleh
serangkaian hukum acara yang ketat. Tahap persidangan merupakan
puncak dari seluruh proses penegakan hukum pidana. Di sinilah semua
bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan dirangkai oleh jaksa akan diuji
secara terbuka di hadapan seorang hakim yang imparsial. Ini adalah momen
di mana nasib seorang terdakwa, hak seorang korban, dan kredibilitas
negara sebagai penegak hukum dipertaruhkan.

Sistem persidangan pidana di Indonesia secara teoretis seringkali
menjadi bahan perdebatan menarik. Apakah kita menganut sistem
Adversarial yang murni, di mana jaksa dan penasihat hukum bertarung



JENIS-JENIS PUTUSAN HAKIM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

e Menjelaskan tiga jenis putusan akhir hakim dalam perkara pidana:
pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum.

e Menganalisis dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam
menjatuhkan putusan pemidanaan.

e Mengidentifikasi faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan
sebagai bagian dari kebebasan hakim dalam menentukan beratnya
sanksi.

e Membedakan secara fundamental antara putusan bebas (vrijspraak)
dan putusan lepas (ontslag van alle rechtsvervolging).

e Menjelaskan penerapan prinsip in dubio pro reo sebagai dasar untuk
menjatuhkan putusan bebas.

e Menguraikan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar bagi
hakim untuk menjatuhkan putusan lepas.

e Menganalisis status barang bukti sebagai konsekuensi dari masing-
masing jenis putusan.

Pendahuluan

Momen pembacaan putusan oleh majelis hakim adalah klimaks dari
sebuah drama peradilan. Ketukan palu hakim adalah muara dari seluruh
energi, waktu, dan sumber daya yang telah dicurahkan sejak dimulainya
penyelidikan. Putusan ini bukan sekadar pernyataan "bersalah" atau "tidak
bersalah", ia adalah sebuah konstruksi intelektual yang kompleks, sebuah
pertanggungjawaban yuridis seorang hakim di hadapan hukum, para pihak,
dan Tuhan. Di dalam lembaran putusan itulah terangkum seluruh
pertarungan fakta dan argumentasi yang telah berlangsung di persidangan.



UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menganalisis tensi teoretis antara prinsip kepastian hukum (Finality of
Judgment) dan pencarian keadilan substantif sebagai landasan filosofis
upaya hukum.

Membedakan secara konseptual dan prosedural antara upaya hukum
biasa (banding dan kasasi) dengan upaya hukum luar biasa (Peninjauan
Kembali dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum).

Menjelaskan implikasi dari tenggang waktu pengajuan upaya hukum
biasa terhadap hak para pihak.

Menguraikan fungsi dan tata cara perlawanan (verzet) terhadap
putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (verstek).
Menganalisis syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembali (PK),
khususnya mengenai adanya keadaan baru (novum).

Membedakan antara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana
dengan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang diajukan oleh Jaksa
Agung.

Menjelaskan sifat dan tujuan putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
yang tidak mengubah status hukum pihak dalam perkara.

Pendahuluan

Adakah sebuah titik di mana pencarian keadilan harus berhenti?

Pertanyaan ini menyingkap sebuah dilema fundamental dalam setiap
sistem hukum, yaitu pertentangan antara dua prinsip agung: kepastian
hukum (Finality of Judgment) dan keadilan substantif. Di satu sisi, sebuah
putusan pengadilan harus memiliki kekuatan akhir yang mengikat agar tidak
menimbulkan ketidakpastian yang tak berkesudahan. Para pihak yang
berperkara berhak mendapatkan akhir dari perkaranya. Namun, di sisi lain,
bagaimana jika putusan akhir yang mengikat itu ternyata mengandung



PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan filosofi dan cara kerja Teori Pembuktian Berdasarkan
Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijstheorie).

2. Menganalisis prinsip minimum pembuktian, termasuk adagium unus
testis nullus testis.

3. Menguraikan peran dan batasan keyakinan hakim sebagai syarat
subjektif dalam penjatuhan pidana.

4. Mengidentifikasi lima jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara
pidana Indonesia.

5. Mengevaluasi kedudukan dan tantangan pembuktian menggunakan
alat bukti elektronik dan hasil penyadapan.

6. Membedakan beban pembuktian umum yang ada pada penuntut
umum dengan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana khusus.

7. Menjelaskan kedudukan hukum dan implikasi dari hak ingkar yang
dimiliki oleh seorang terdakwa.

Pendahuluan

Apa perbedaan antara "mengetahui" bahwa seseorang bersalah dengan
"membuktikan" bahwa ia bersalah di pengadilan? Di antara dua titik
tersebut terbentang sebuah proses krusial dan rumit yang bernama
pembuktian. Di luar pengadilan, kita mungkin bisa meyakini sesuatu
berdasarkan intuisi, desas-desus, atau sepotong informasi. Namun, di
dalam ruang sidang, kebenaran harus dibangun di atas fondasi yang kokoh,
melalui sebuah ritual yang diatur secara ketat oleh hukum. Pembuktian
adalah jantung dari proses peradilan; ia adalah mesin yang mengubah
serpihan-serpihan fakta menjadi sebuah putusan yang memiliki kekuatan
hukum. Tanpa sistem pembuktian yang jelas dan adil, peradilan berisiko
menjadi ajang penghakiman yang sewenang-wenang.



PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
(EKSEKUSI)

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan kedudukan dan wewenang jaksa sebagai eksekutor utama
putusan pengadilan pidana.

Menganalisis prosedur pelaksanaan berbagai jenis pidana, termasuk
pidana penjara, denda, dan pidana mati dengan masa percobaan
menurut KUHP 2025.

Menguraikan fungsi dan mekanisme pengawasan dan pengamatan
(KIMWASMAT) dalam sistem pemasyarakatan.

Menjelaskan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjamin
hak-hak narapidana dan tujuan pemidanaan.

Menganalisis proses eksekusi terhadap barang bukti dan aset hasil
kejahatan, mulai dari pelelangan hingga penyetoran ke kas negara.
Mengaitkan praktik eksekusi dengan Penitentiary Theory dan Teori
Integrasi Narapidana sebagai landasan filosofis pemidanaan modern.

Pendahuluan

Gema ketukan palu hakim yang membacakan vonis seringkali dianggap

sebagai babak akhir dari sebuah proses peradilan. Namun, dalam realitas
penegakan hukum, itu bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah koma.
Sebuah putusan, seadil apa pun, hanyalah selembar kertas berisi rumusan
yuridis yang tidak bermakna jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata.
Tahap inilah yang disebut sebagai pelaksanaan putusan atau eksekusi,
sebuah fase krusial di mana keadilan yang abstrak ditransformasikan
menjadi sebuah realitas yang konkret. Eksekusi adalah nafas terakhir dari
siklus penegakan hukum pidana, yang memastikan bahwa wibawa putusan
pengadilan benar-benar tegak.



PRO KONTRA PASAL-PASAL KUHAP
(UU NO. 20 TAHUN 2025)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menerapkan kerangka Legal Policy Analysis untuk mengevaluasi pasal-
pasal kontroversial dalam pembaruan hukum acara pidana.

2. Menganalisis perdebatan mengenai perluasan wewenang penyadapan
dari perspektif keamanan nasional versus hak atas privasi.

3. Membandingkan dan mengontraskan efektivitas konsep Hakim
Komisaris dengan lembaga praperadilan dalam mengawasi upaya paksa.

4. Mengidentifikasi tantangan-tantangan vyuridis dan teknis dalam
penggunaan alat bukti elektronik dari media sosial.

5. Mengevaluasi risiko manipulasi data digital dan pentingnya harmonisasi
antara UU KUHAP baru dengan UU ITE.

6. Merumuskan argumen pro dan kontra terhadap isu-isu krusial dalam
UU No. 20 Tahun 2025 berdasarkan Teori Keadilan.

Pendahuluan

Setiap produk legislasi, terlebih sebuah kodifikasi hukum acara pidana
yang akan membentuk wajah penegakan hukum untuk beberapa dekade ke
depan, tidak pernah lahir dalam ruang hampa. la adalah hasil dari
pertarungan gagasan, kompromi politik, dan refleksi atas kegagalan serta
keberhasilan masa lalu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sebagai
sebuah loncatan modernisasi, secara inheren membawa serta serangkaian
pasal yang memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, praktisi, dan
masyarakat sipil. Pasal-pasal ini menjadi titik singgung di mana idealisme
hukum berbenturan dengan realitas praktis, di mana kebutuhan akan
efektivitas penindakan kejahatan bergesekan dengan imperatif
perlindungan hak asasi manusia.



ANALISIS KASUS DAN SIMULASI
(GAME PLAYER)

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menerapkan pengetahuan teoretis hukum acara pidana untuk
menganalisis kasus-kasus konkret yang mengandung isu pelanggaran
prosedur.

Mengidentifikasi titik-titik kritis pengambilan keputusan (critical
decision points) bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara.
Menganalisis kasus-kasus kompleks yang melibatkan bukti digital dan
sengketa kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Mengaplikasikan Teori Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
dalam mengevaluasi tindakan aparat penegak hukum.

Mempraktikkan peran-peran kunci dalam sistem peradilan pidana
(hakim, jaksa, penasihat hukum) melalui simulasi peradilan semu.
Menyusun dokumen-dokumen prosesuil esensial seperti surat dakwaan,
eksepsi, surat tuntutan, dan nota pembelaan berdasarkan studi kasus.
Merefleksikan tantangan etis dan strategis dalam pengambilan
keputusan di setiap tahap peradilan pidana.

Pendahuluan

Memahami setiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana adalah satu hal, namun mampu menerapkannya dalam kekacauan
fakta dan tekanan situasi nyata adalah hal yang sama sekali berbeda. Bab-
bab sebelumnya telah membekali Anda dengan peta dan kompas hukum
acara pidana. Bab ini, bab terakhir, akan mengajak Anda untuk turun
langsung ke arena, bukan lagi sebagai pembaca peta, melainkan sebagai
navigator yang harus membuat keputusan. Ini adalah laboratorium hukum,
tempat di mana teori diuji, pengetahuan diaplikasikan, dan peran seorang
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HUhUI
AGARA PIDANA

(Perspektif UU No. 8 Tahun 1981 & UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)

Buku ajar ini disusun sebagai respons atas dinamika perkembangan hukum acara
pidana di Indonesia, sebuah bidang yang fundamental dalam menjaga keseimbangan
antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama lebih
dari empat dekade telah menjadi pilar utama dalam proses peradilan pidana. Namun,
perkembangan zaman, teknologi, dan kompleksitas kejahatan modern menuntut
adanya reformasi regulasi yang komprehensif.

Lahirnya kerangka hukum baru yang diimajinasikan dalam buku ini sebagai Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai sebuah era transisi yang
signifikan, membawa serta paradigma, asas, dan mekanisme baru yang perlu
dipahami secara mendalam oleh para mahasiswa hukum, praktisi, dan akademisi.

Urgensi penulisan buku ini terletak pada kebutuhan untuk menyediakan sebuah
jembatan konseptual antara dua rezim hukum acara pidana. Pembahasan tidak hanya
berfokus pada pemaparan pasal demi pasal, tetapi juga pada analisis teoretis yang
mendasarinya, seperti teori Due Process of Law dan Integrative Legal Theory.
Tujuannya adalah untuk membekali pembaca dengan kemampuan berpikir kritis, tidak
sekadar menghafal norma, tetapi memahami filosofi, tujuan, dan implikasi dari setiap
ketentuan. Dengan demikian, diharapkan lahir generasi yuridis yang mampu
mengawal proses peradilan pidana secara adil, efisien, dan humanis, sejalan dengan
cita cita negara hukum yang demokratis.
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